ABSTRAK

M. Dimas Suryo Saputro (1203030068) 2025 “Dissenting Opinion Pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024
Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-
XXI1/2024 yang dalam pertimbangan hukumnya terdapat perbedaan dengan
pertimbangan hukum yang dipertimbangkan kembali oleh salah satu Hakim
Konstitusi, yaitu Hakim Saldi Isra mengenai dalil politisasi program bansos oleh
lembaga kepresidenan yang dicantumkan di dalam dissenting opinion-nya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dan
dissenting opinion dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXI1/2024, faktor-
faktor yang memengaruhi adanya dissenting opinion dalam suatu putusan MK, dan
perspektif Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hukum dan dissenting
opinion dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXI1/2024.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori asas hukum,
kekuasaan kehakiman, dan siyasah qadhaiyyah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif-
analitis. Karena, penelitian ini jenisnya kualitatif dengan menggunakan pendekatan
yuridis normatif. Kemudian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
metode dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan menyelesaikan sengketa PHPU Presiden sesuai dengan Pasal 24C
UUD NRI 1945 dengan putusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Asas
res judicata pro veritate habetur, serta adanya dissenting opinion dalam putusan
MK ini juga telah diatur dasar hukumnya dalam Pasal 45 UU MK. Kedua,
dissenting opinion dalam judicial review UU terhadap UUD 1945 umumnya
dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti ambiguitas norma, variasi cara berpikir
Hakim, potensi konflik kepentingan, pengaruh pihak ketiga, dan kelemahan
personal Hakim. Sedangkan, dalam sengketa PHPU Presiden 2024 ini, adanya
dissenting opinion, karena dipengaruhi oleh ambiguitas norma hukum, perbedaan
interpretasi hukum antar Hakim Konstitusi, dan adanya potensi konflik
kepentingan. Namun, pada dasarnya mencerminkan keyakinan hukum pribadi
masing-masing Hakim berdasarkan penilaian hukum dan konteks politik perkara.
Ketiga, Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXI1/2024 mencerminkan ijtihad hukum
yang mengutamakan kemaslahatan publik sesuai kaidah figh siyasah. Dissenting
opinion menunjukkan dinamika hukum yang sehat dalam sistem legal nasional.
Dalam perspektif hukum Islam, putusan MK ini menekankan pencegahan
kemudharatan lebih besar demi stabilitas, serta tetap final dan mengikat demi
kepastian hukum, mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
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